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NOMOR : 40 TAHUN 19_9% SEaee 0 o "NOMOR : &0 TAHUN 1996 SERIE. ©

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 3 TAHUN 1996 NOMOR ¢ 3 TAHUN 1996
TENTANG TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAER PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAER-
AH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CI AH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CL
REBON NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG REBON NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG
KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
MASYARAKAT DALAM BIDANG PERUMAHAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERUMAHAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH. TING DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TING
KAT II CIREBON, KAT II CIREBON,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
wALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991 te
lah diatur ketentuan dan Retribusi Pelayanan -
Masyarakat dalam Bidang Perumahan di Wilayah Ko
tamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

b. bahwa ketentuan yang menyangkut Retribusi Pela
yanan Masyarakat di Bidang Perumahan berdasar -
kan Peraturan Daerah tersebut di atas, sudah ti
dak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada se
hingga dipandang perlu diubah/disesuaikan dengan

&

Menimbang : ae bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Da
erah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991 te
lah diatur ketentuan dan Retribusi Pelayanan -
Masyarakat dalam Bidang Perumahan di Wilayah Ko
tamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

be bahwa ketentuan yang menyangkut Retribusi Pela
yanan Masyarakat di Bidang Perumahan berdasar -
kan Peraturan Daerah tersebut di atas, sudah ti

dak sesual lagi dengan perkembangan yang ada se -
Hingga dipandang perlu diubavdisemaikan dengan

3"
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mengubah Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991.

Undang-undang lNomor 16 Tahun 1950 tentang Pembep
tukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propin-
si Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa -
Yohyakarta ( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor
40, Tambashan Lembaran Negara RI lomor 551 ).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peratur
an Umum Retribusi Daersh ( Lembaran Negara RI Ta
hun 1957 Tambahan Lembaran legara RI Nomor 1288).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-=pg
kok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara RI -
Tahmn 1974, lomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3037 )o

Undang=undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Peruma =
han dan Pemulciman ( Lembaran Negara RI Tahun 1992
lomor 23 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Talun 1958 ten -
tang Penyerahan Tugas Urusan Perumshan Kepada FPg
merintah Daerah Tingkat I ( Lembaran Negara RI Ta
hun 1958 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara RI lig
mor 15102 )o

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Talmn 1963 ten =
tang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Perumahan ( Lembaran Nega
ra RI Tahun 1963 lomor 25 )e

Peraturan Pemerintah RI lomor 44 Talhun 1994 ten =
tang Penghunian Rumah Bukan oleh Pemilik ( Lemba~
ran Negara RI Tahun 1994 Nomor 73 )e

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 18/Huk/Kep/V/19
82 tentang Petunjuk Pelsksanaan Peraturan Pemerintah-

llomor 55 ssevenss

Menetapkan @

-y

Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Pera
turan Pemerintah lNomor 49 Talun 1963 tentang Hu
bungan Sewa Menyewa Perumahane.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tashun &9
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratur
an Daerah Perubahan,

10, Surat Keputusan Gubernur lomor 81/B.IV/Perum/SK/
1964 tentang Penyerahan Wewenang Urusan Perumma=
han Kepada Daersh Tingkat II Kotamadya Di Jawa -
B“.

11, Peraturan Daersh Kotamadya Daersh Tingkat II Cire
bon NooGl0 tahun 1987 tentang Pembentukan Dinas Pe
rumshan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebons

12, Perasturan Daersh Kotamadya Daerah Tingkat II Cire
bon Noel3 tahun 1987 tentang susunan Organisasi-
mrtam:ammmmm
Tingkat II Cirebone

13+ Peraturan Daersh Kotamadya Daersh Tingkat II Cire
bon Noel3 tahun 1991 tentang Ketentuan dan Retri-
busi Pelayanan Masyarakat Dalam Bidang Perumahane
Di Wilayah Kotamadya Daersh Tingkat II Cirebone

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KQ
TAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

MEMUTUSKARN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON-

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DALRAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG

KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN MASYARAKAT DALAM BL

DANG PERUMAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
CIRLBON

Pasal 1 sesseccccoe
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mengubsh Perteama Kali Peraturan Daersh Kotamadya
Dasrsh Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1991

Mengingst s 1p Undang-undang Nomor 16 Tahan 19%0 tentang Pembeg

tukan Dasrsh Kota Besar dalam Lingungan Propine
si Jawa Timur/Tengsh/Berat dan Dserah Istimewa =
Yohyskarta ( Lembaran Negara EI Talmn 1954 Nomor
40, Tembshen Lembsrsn Segara I Nomor 551 ).

2. Undang-undang lNomor 12 Tshun 1957 tentang Peratup
an Umum Retribusl Dasrsh ( Lembaran Negara RI Tg
tun 1957 Tambshan Lembaran Negara RI Nomor 1288)e

3. Undang-undang Nomox 5 Talmn 197, temtang Pokole-pg
kok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara RI -
Talmn 1974y Nomor 38 Tambshan Lembaran Negara BRI

he Undang-undang Nomor 4 Talun 1992 tenteng Peruma =
han den Pemuicimsn ( Lesbaran lNegara RI Tabun 1992
Nomor 23 Tembahsn Lembsran Negara RI Nomor 3469)e

5+ Persturan Pemerintsh RI Nomor 6 Talun 1958 ten =
tang Penyerahan Tugas Urusan Perumshsn Kepada Pg
merinteh Dasrah Tingkst I ( Lembarsn Negara HI Tg
hun 1958 Nomox 15 Tambshsn Lembaran Negara BI HNg
mm).

6e Persturan Pemerintsh BRI Nomor 17 Tslun 1963 ten -~
tang Pokok-pokok Pelsksanasn Peraturan Pemerintsh
Pengganti Undsng-undang Perumahan ( Lembaran Negg
ra RI Talun 1963 Nomor 25 )e

7+ Peraturan Pemerintah RI lomor 44 Talun 19% ten =
tang Penglurden Rumsh Bukan oleh Pemilik ( Lesiba~
ran Negara RI Talun 199 Nomor 33 Je

8+ Keputusan Menterd Sosial HI Nomor 14/Huk/Kep/V/1Q

P g ad

82 tenteng Petunjuk Pelsksanaan Peraturan Pemerintahe

lomor 55 eesssese

‘3.&
Nomor 55 Talun 1981 tentang Fesubshan atas Perg
turan Pemerintsh Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hy
bungan Sewa Menyowa Perumshans
9¢ Keputusan Henterd Dalem Negeri Nomor 8) Tshun &9
1993 tenteng Bentuk Peraturan Dsersh den Perstup
an Daersh Perubshane.

10, Surst Keputusen Gubsrnur Nomos 81/B.IV/Perum/SK/
han Kepada Datewh Tingkst II Kotamadya Di Jamn -
m‘

11, Persburen Decrsh Kotamadys Dasreh Tingkst II Cirg
bont NoolD tashum 1987 tenkang Paberbulien Dinas Py
sumshan Eobamadys Desrsh Tingkst II Cirebome

12, Ferdtursn Dasrdh Kotamadya Desrsh Tingkst II Cixg
bom Nogl3 talam 1987 tenbang mummnen Organisssts
dmn Takta Kexja Dinas Perumshem Kobmmadya Desrsh-
Tingkst II Cizebone

mmmmmwnm
bon NoelS talum 1990 textang Ectextusn dan Retri-
Di Wilaysh Kot amadya Dasysh Tingkst II Cirebome

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERJAKILAN RAKYAT DAERAH KQ

TAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON,

MEMUTUSKARN

Menetapkan 3 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON-

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAR TINGKAT II CIREBON NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG

KETENTUAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN MASYARAKAT DALAM BY

DANG PERUMAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IX
CIREBONe
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Pasal 1 ‘

Peraturan Daersh Kotamadys Deerah Tingkat II Cirebon Nomor 13
Tahun 1991 tentang Pelaysnan Masyarskat di Bidang Perumshan «
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkst II Cirebon, yang disshican
dmmmmmmxwmmx Jaua
Barat Tshun 1992 Tanggal g Agnstus 1992 Nomor 188,342/SK<1250
mmwmmwntmanwmq
Tingkst II Cirebon Nomor 6 Talun 1992 Serie B Nomor 6, diubsh
untuk pertama kall sebagal berikut : '

A.,rmn ayak a)mwu:aamdmw (2) Lama :

(1) Bagi rumash yang masih dikuasai oleh Walikotamadya Kepg
1a Dasrah, Ketentusn Retribusi yang berlsku adalah 3

M‘MWPW(SIP)W& t
l.&wmnggal

ssssescessesssnees, &)Q

uuuuuu

7.noo,w
de- Permohonan ponetapan harga sewa essee Hpe 104000,00

(2) M rumsh yang tidek dikuasal oleh Walikotamadya Kepg
la Daerah, Ketentusn Retribusl yang berlsku adalah :

ae Rumsh Sewa :

' Untuk mendapatkan Surat Tanda Sewa ( STS ) dikena -
kan Retribusi sebagai berikut :

1. Untuk Barga sewa sampal Rpe 1004000400/Talun ee=.
Rpe 14000,00

2¢ Untuk harga sewa lebih dari Rp. 100,000,00 sampal

3a Kantor oyo;unmﬂ‘muoancuocconcg &). .

dengan Rpe 259,.000,00/Tm essseee Bpe 24000,00

3¢ Untuk harga sewa distes Bpe 2504000,00 sempal =~
dengan Rpe 500 -OO0,00/Tm sesseee Rpe 34000,00

lo Untuk harga kontrak lebih dari Bpe 5004000400 =
b) W,OO

be Bunsh sssencens

5.000400 -

mmmm?mm&mm(m)m
mm&abagdbmt

1, Untuk harga kontrak &/d Bps 5004000400 seeBpe z.oos.m

24 Untuk harga kontrak lebih dari Bpe. 530.000,00 sampad ~
dengan Rpe 140004000,00 cssseasssssssssnssiiDe W'w

3+ Untuk harga kentrak Aebih derl Roe 1WW sampai~
dengsn Rpe 540004000400 esesecessescecses Mo 104000400
e Untuk herga kontrak Hpe 540004000400 -
keal8s eencescccescascssesnesecsssscscss Bpe I;.GOO,M

Untuk mendapstkan Surat Tanda Rumah Pondokan (STRP) dikeng
kan Retribusi sebsgal berikut

l.mmrmdam@.zsnmm -

PrTDTTTITTRYT T T I R T 2R T2 LS 2L L Rpe 34000400

2, Untuk Usng Pemondoken lebih dari Bpe 2504000400 -
8/d Rpe 5004000,00/Tahiin eesssesssescses Hps 54000400

3. Unbuk Uang Penondokan diates Bpe300.000,008ps 220100

Diubah dan harus dibaca 12

(1) Bagl rumsh yang masih dikuasai oleh Walikotamadya Kepala
Daerah, Ketertusn Retribusi yang berlaku adelah t

a. Surat Ijin Perumshen ( SIP ) untuk 3

1. Rumah Tinggal eess esssescssesccess Bpe 104000400
2e Omg dan m usaha esesssessen &}a mmw
3¢ Kantor eessescssessssossssssscsesnse Hpe 154000,00

de Permohonan penetapan harga sowa essees IHpe 254000400

(2) Bagi Rumsh yang tidsk dikuasai oleh Walikotamadya Kepala
nmxmmmmwmm:

&4 Bumah Sewa gpeeseesse

N
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Pasal I

’ mmwmwnmmw

Tabun 1990 tentang Pelaysnsn Magysraskat di Bidang Perumshan =
di Wilaysh Kotamedys Dsersh Tingket II Cirebon, yang disshican
Wmmmwmmwx Jan

Barst Talmn 1992 Tanggsl ¢ Agastus 1992 Nomor 1884342/9Ke1250 -

=k dan Diundangkan Delsm Lembaran Dsereh Kotemadya Desrsh -
anmsmmxwmsmé. diubsh
mmmmw:

A.PMEMQ)W!M(!WW (2) lapa 3

u)mmmmwm.ammm;
~ :1a Dasrshy Ketentusn Retribusi yang berlsica adalsh 3

hMIMPmW(SIP)M:

i / le m TANggal eescssssscsssncses BDe 54000400 :
&memm umyocou@o 104000,00

. as
" 34 Kantor unntu»onnu-umao Bpe 7m
&mmmm.u.&n m.cm,oo
 (2) Bagi rumsh yang tidek dikuassi oleh Walikotamadya Kepg
. hwmmwmmmm:
8o Rupah Sewa | |
Untuk mendspatikan Surat Tanda Sewa ( STS ) dikena -
kan Retribusl sebagal berikut i
1. Untulc jarga sewa ssmpei Rpe 1004000,00/Talmin ee=
Rpe 14000400

 2¢ Untuk harga sewa lebih dari Bpe 200.000,00 sampal
dengan Rpe 2504000400/Taltin esseses Bps 24000400

3. Untuk harga sewa diatas Rp. 2504000,00 sempal =
dengan Bpe Mm/'fm esnsees Bpe 34000,00

Lo Untuls harga kontrak lebih darl ~Bpe 5004000,00 «
Bpe 4s000,00

“e

by Rmah Sewa Kontrek »

Untuk mendapatken Surst Tanda Sews Konbrak ( STSK ) dikeng
kan Betribusi sebagal berikut t

;,mmmmaﬁ@,mmmm 24000,00
2. Untuk harga kontrak lebih dard Bpe 500,000,00 seupel «
3.mmmmmanxmm

hmmm Bpe s.m.ow,w -
keatas W.vnmmnmvmnm Bpe 44000400

mwmrmmm(m)m
kan Betribusi sebagai bexdlmt s

ummm#&mww -
/Tahin secssseves Bpe 34000,00

z.mmymmmnp.zmm -
8/d Rpe 5004000,00/Taliin eeevsssssvscnns Hps 54000500

3¢ Untuk Uang Pomondokan distes Bpe500.000,008pe %,666;0
Diubah dan harus dibaca 3

(1) Begl rumsh yang masih diimassi oleh Walikotamadya EKepala
Daersh, Ketertuan Botribusl yang berillaku adelah 3

8¢ Surst Ijin Perumshan ( SIP ) untuk s

&Md&mmww Bpe 204000400
3¢ Ksnlor eessssesssssssonsescessssese s 154000400

de Persohonen penstapan harga o0wa secess Bpe 254000400

Dasrshy Ketentusn Retribusl yang berdekn adalsh t

8o Rumsh Sewa .
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ae Sewa Rumah @ _

Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Sewa (STPS)
~dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1e Harga Sewa s/d Rpe 100,0004~/Tahun  Bpe2.000,~
2, Harga Sewa dari Rpe 1004000 s/d Rpe 250,000 Rpeke+000,~
3¢ Harga Sewa dari Rpe 2504000 5/d Rpe 5004000 Rpe6.000,-
L{ Harga Sewa lebih dari Rp.5004000 dikenskan Rpe8+000,-

be Bumah Sewa Kontrak :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Sewa Kontrak
(STPSK) dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1e Harga Kontrak s/d Bpe 5004000 Bp ¢/44000, ~
2, Harga Kontrak Rpe5004000 8/d Rpe 140004000 Rpe8.000,~
3¢ Harga KontrakRp ¢1000 4000 B/d Rpe 34000000 Rp «20.000
L+ Harga Kontrak lebih dari Rpe3.0004000/TahunRp «25+000

Ce Rumah Pondokan :

Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Rumah Pondokan
(STPRP) dikenakan Retribusi sebagai berikut s

1. Uang Pondokan Rpe 250,000y~ /Tahun Rpe 540004~
2, Uang Pondokan dari Rpe2504000 s/d Rpe500000/ Tahun

(A AR A I L R Y X R Y N P R AR YA Y Y YY) b’ 7.%'—

3¢ Uang Pondokan lebih dari Rp.5004000/Tahun Rpe104000,-

B. Pasal 14 Lama ¢

Untuk sengketa Perumahan yang diselesaikan secara musyawa
rah oleh Dinas, kepada Pihak yang memohon dikenakan biaya
pendaftaran sebesar Rpe 5.0004——e

Diubah dan harus dibaca :

Untuk sengketa Perumahan eeee

¢ :

Untuk sengketa Perumshan yang diselesaikan secara musyawa
rah oleh Dinas, kepada Pihak yang memohon dikenskan biaya
pendaftaran sebesar Rpe 104000y~

Pasal 1II
Peraturan Daerah ini mulai berlsku pada tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Da
lam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di sC I REBON
Pada tanggal : 8 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON

TINGKAT II CIREBON,
Wakil Ketua,

ttd. ttd.
S URYADTI DRS. H, KUMAEDHI SYAFRUDIN

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor s 188,
342/1639 -Huk/96 Tanggal 22 Oktober 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Cirebon Nomor 40 Tahun 1996 Tanggal 28 Oktober 1996 Se
rie B.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON,

— -

DRS. H. NANA SURYANA

PEMBINA . I
N IP. 010 054 063,



